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EVALUASI PROGRAM  PELAYANAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL 

DI GERAI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOGOR 

 Kepada Yth. 

Bapak /Ibu/Sdr. 

Dengan hormat, 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program Studi Ilmu Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komputer Universitas Djuanda 

Bogor, dimohon Bapak/Ibu/Sdr. berkenan mengisi atau menjawab kuesioner 

penelitian ini dengan petunjuk pengisian sebagai berikut: 

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak berpengaruh terhadap 

kedudukan dan tugas Bapak / Ibu. 

2. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan murni untuk kepentingan ilmiah, 

yaitu penelitian skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas. 

3. Mohon jawaban yang diberikan benar-benar jujur atau apa adanya sesuai 

dengan kondisi obyektif yang dihadapi. 

4. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi lingkaran pada 

nomor jawaban yang dipilih, sebagai berikut: 1) Sangat Baik, 2)  Baik, 

3), Cukup Baik 

4) Tidak Baik, 5) Sangat Tidak Baik. 

5. Bapak / Ibu tidak perlu mencantumkan Nama, Alamat atau Jabatan pada 

Lembaran Kuesioner ini, karena Privacy setiap responden benar-benar 

dihormati. 

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr. telah mengisi kuesioner ini, dan 

selanjutnya mohon lembaran kuesioner ini dikembalikan. 

           Bogor,   Juli 2022 

 

Sahro Saepulloh 

NIM. D.1810388 

 

4. Kuesioner Penelitian dan Pendoman Wawancara 

KUESIONER PENELITIAN 
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KUESIONER 

EVALUASI PROGRAM  PELAYANAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DI GERAI 

PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOGOR 

Identitas Responden  

1. Nama  : ……………………  

2. Usia  : ............................ 

3. Pekerjaan  : ............................ 

4. Pendidikan : a. SD  b. SMP   c. SMA  d. S1 

 e. S2 

Pengalaman pelayanan kependudukan yang ke :  

a. 1 kali b. 2 kali c. lebih dari 2 kali      

   

Jenis pelayanan kependudukan :   

a. E-KTP b. KIA  c. AKTE       

Petunjuk Pengisian  

1. Bacalah pertanyaan-pertanyaan dengan teliti.  

2. Berilah tanda (X) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.  

3. Harap mengisi semua pertanyaan yang telah disediakan. 

Kategori Jawaban 

Kode Kategori  jawaban Nilai 

A Sangat Baik/Mampu/Sesuai 5 

B Baik/ Mampu/Sesuai 4 

C Cukup Baik/ Mampu/Sesuai 3 

D Tidak Baik/ Mampu/Sesuai 2 

E Sangat Tidak Baik/ Mampu/Sesuai 1 

 

1. Bagaimana kemampuan dinas kependudukan catata sipil dalam memberikan unit 

pelayanan gerai pelayanan publik sebagai percepatan pelayanan ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik 
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c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

2. Bagaimana kemampuan dinas kependudukan catatan sipil dalam memberikan 

program pelayanan apakah sesuai dengan tujuan yang di harapkan masyarakat ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik  

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

3. Bagaimana terkait biaya yang di keluaran untuk program pelayanan kependudukan 

catatan sipil di gerai pelayanan publik ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

4. Apakah program pelayanan sudah dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik  

5. Apakah program pelayanan yang diberikan dinas kependududkan catatan sipil di gerai 

pelayanan publik sangat bermanfaat bagi masyarakat ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

6. Bagaimana pemberian informasi yang di sosialisasikan kepada masyarakat terkait 

program pelayanan kependududkan catatan sipil yang ada di gerai pelayanan publik ? 
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a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

7. Bagaimana fasilitas (sarana dan prasarana) pelayanan kependudukan catatan sipil 

yang ada di gerai pelayanan publik ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

8. Apakah program pelayanan di gerai pelayanan publik sudah memberikan program 

yang sama rata berdasarkan lapisan sosial ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

9. Apakah masyarakat sudah mendapatkan pelayanan yang sama terkait program 

pelayanan kependudukan catatan sipil di gerai pelayanan publik ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

10. Apakah masyarakat mengetahui program pelayanan kependudukan catatan sipil yang 

ada di gerai pelayanan publik ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 
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d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

11. Apakah masyarakat sudah puas dengan program pelayanan yang diberikan 

kependudukan catatan sipil di gerai pelayanan publik ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik  

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

12. Bagaimanan respon pegawai dalam menanggapi keluhan dari masyarakat terkait 

program pelayanan di gerai pelayanan publik ?  

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

13. Apakah program pelayanan yang diberikan di gerai pelayanan publik sudah sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 

14. Apakah program pelayanan kependudukan catatan sipil di gerai pelayanan publik 

sudah tepat dengan kebutuhan masyarakat ? 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup Baik 

d. Kurang Baik 

e. Tidak Baik 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EVALUASI PROGRAM  PELAYANAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DI 

GERAI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOGOR 

 

Pertanyaan : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan program pelayanan kependudukan catatan sipil di gerai 

pelayanan publik? 

2. Apa saja program pelayanan yang ada di gerai pelayanan publik? 

3. Hambatan apa saja yang timbul dalam proses pelaksanaan program pelayanan siloka dan 

semangat digerai pelayanan publik? 

4. Apakah selama pelaksanaannya terdapat monitoring dan evaluasi terhadap program 

pelayanan di gerai pelayanan publik? 

5. Apakah informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat sudah sangat membantu dalam 

pelaksanaan program pelayanan siloka dan semangat di gerai pelayanan publik? 

6. Apakah fasilitas yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan program pelayanan di gerai 

pelayanan publik sudah memadai? 

Petunjuk Pengisian 

1. Mohon dijawab pertanyaan ini dengan memberikan tanda silang (X) sesuai dengan keterangan penilaian 

di bawah ini. 

2. Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. 

3. Isi data diri dan untuk kenyamanan anda, kami akan merahasiakan identitas anda: 

a. Nama :........................... 

b. Jenis kelamin : a. Laki-Laki  b. Perempuan  

c. Pendidikan : a.SD b. SMA     c. D3     d. S1     e. S2     f.S3 

4. Pendapat ini hanya sebagai instrument penelitian dan akan dipergunakan untuk kepentingan akademis, 

maka tidak akan berdampak apapun/tidak akan terjadi apapun. 
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5. Data Responden 
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6. Dokumentasi Kegiatan 
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7. Lembar Bimbingan Skripsi 
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8. Surat Pernyataan Izin Publikasi 
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EVALUASI DIMENSI RESPONSIVITAS DALAM PROGRAM 

PELAYANAN KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DI GERAI 

PELAYANAN PUBLIK (GPP) KABUPATEN BOGOR 

Sahro Saepulloh
1*

, Irma Purnamasari
2
, Afmi Apriliani

3 

123 
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu 

Komputer. Universitas Djuanda, JL. Tol Ciawi  No.1, Kotak Pos 35 Bogor 1670 

*Korespondensi: saepullohsahro@gmail.com 

  ABSTRACT 

 

 For the community, it is important to know the evaluation of the 

responsiveness dimension of service programs so that services will be better in the 

future in terms of fulfilling the rights of the community's needs for public services, 

evaluation of the service responsiveness dimension program is a stage in public 

policy as a concept to measure the success of a service program responsiveness 

that has been implemented. previously determined. This study aims to determine 

the responsiveness dimension of the Civil Registry Population Service program at 

the Bogor Regency Public Service Outlet. The method used in this research is 

descriptive method with quantitative approach with primary data collection using 

observation, questionnaire and interview techniques while secondary data 

through documentation. The results of this study indicate that the civil registry 

service program at the Public Service Outlet (GPP) of Bogor Regency has been 

running with good interpretation criteria, but the socialization and information 

provided to the community has not been optimal, therefore attention is needed to 

be further improved. 

 

Keywords: Program Evaluation, Service, Population Administration. 

 

 

 



108 
 

 
 

ABSTRAK 

 

 Bagi masyarakat penting untuk mengetahui evaluasi dimensi 

responsivitas program pelayanan  agar pelayanan lebih baik kedepanya dalam 

hal pemenuhan hak-hak kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, evaluasi 

program dimensi responsivitas pelayanan merupakan suatu tahap dalam 

kebijakan publik sebagai konsep untuk mengukur keberhasilan dari suatu 

responsivitas program pelayanan yang telah di tentukan sebelumnya. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui Dimensi responsivitas program Pelayanan 

Kependudukan Catatan Sipil di Gerai Pelayaan Publik Kabupaten Bogor. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer menggunakan teknik 

observasi, kuesioner dan wawancara sementara data sekunder melalui 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan program pelayanan 

kependudukan catatan sipil di Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kabupaten Bogor 

telah berjalan dengan kriteria penafsiran baik namun dalam sosialisai dan 

informasi yang diberikan pada masyarakat belum optimal oleh karena itu perlu 

adanya perhatian agar lebih ditingkatkan.  

 

Kata Kunci : Evaluasi Program, Pelayanan, Administrasi Kependudukan. 

Sahro Saepulloh, 2022. Evaluasi Dimensi Responsivitas Program Pelayanan 

Kependududkan Catatan sipil di Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kabupaten Bogor.
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PENDAHULUAN 

Sebagai Negara dengan jumlah 

penduduk terbanyak ke 4 di dunia 

berdasarkan data (Dirjen Aminduk) 

per juni 2021 dengan jumlah 

penduduk Indonesia sebanyak 

272.229.372 jiwa. Dari total 272 

banyaknya penduduk sebesar 56,1 

persen terkonsentrasi di Pulau Jawa, 

tepatnya di Jawa Barat dengan 

provinsi dengan jumlah penduduk 

terbanyak se Indonesia sebanyak 

47.586.943 jiwa. Sedangkan 

Kabupaten dengan jumlah penduduk 

terbanyak adalah Kabupaten Bogor 

sebanyak 5.198.693 jiwa. Tentutnya 

dengan jumlah penduduk yang 

banyak ini di butukan administrasi 

kependudukan yang terintegrasi 

antara pemerintah pusat dan daerah 

secara terorganisir. Administrasi 

kependudukan tentu sangat penting 

bagi warga Negara di Indonesia 

karena begitu pentingnya dalam 

kehidupan sehari-hari, diantaranya 

dalam hal penyelenggaraan Pemilu 

Presiden, Wali Kota, Kepala Daerah, 

Camat ataupun Kepala Desa. Dan 

juga sebagai alat untuk mengurus 

perizinan tanah, akta lahir, akta 

kematian, kartu tanda penduduk dan 

juga katu identitas anak. 

 Pemenuhan hak dasar bagi 

setiap warga negara termasuk dalam 

pelayanan administrasi 

kependudukan telah diatur di 

Undang-Undang Dasar 1945, yang 

dimana baik atau buruknya suatu 

sistem pemerintahan ditentukan oleh 

efektivitas pengelolaan pelayanan 

publik. Pengelolaan pelayanan 

publik yaitu suatu upaya pemerintah 

untuk memenuhi hak-hak sipil warga 

negara atas benda, jasa dan 

pelayanan administrasi oleh 

penyelenggara layanan publik. Hal 

itu didasari dari Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 2009 tentang 

pengertian Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan bagi setiap

 warga negara dan penduduk 

atas barang dan jasa dan / atau 

pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

Pemerintah mempunyai 

peranan penting dalam menyediakan 

layanan publik yang prima bagi 

warga negaranya. Pelayanan publik 

telah menjadi suatu tolok ukur 

kinerja dari pemerintah yang paling 
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kasat mata. Masyarakat dapat 

secara langsung menilai kinerja 

pemerintah berdasarkan kualitas 

pelayanan publik yang diterima, 

karena kualitas pelayanan publik 

menjadi kepentingan banyak orang 

dan dampaknya langsung dirasakan 

oleh masyarakat dari semua 

kalangan mulai dari tingkat atas 

seperti Presiden dan jajaranya 

sampai tingkat bawah RT atau RW, 

sudah seharusnya pemerintah 

memberikan suatu pelayanan yang 

baik. 

Terkait dengan hal tersebut, 

pemerintah telah mengeluarkan 

kebijakan kependudukan melalui 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi kependudukan, yang 

menyatakan bahwa administrasi 

kependudukan adalah rangkaian 

kegiatan penataan dokumen dan Data 

Kependudukan melalui Pendaftaran 

Penduduk, Pencatatan Sipil, 

Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan serta pendayagunaan 

dan pembangunan sektor lain. 

Catatan Sipil artinya catatan 

mengenai peristiwa perdata yang 

dialami oleh seseorang atau untuk 

memastikan status perdata seseorang. 

Ada lima peristiwa hukum dalam 

kehidupan manusia yang perlu 

dilakukan pencatatan yaitu 

Kematian, Kelahiran, Perceraian, 

Perkawinan dan Penggantian Nama. 

Sedangkan Kependudukan adalah 

segala tampilan data penduduk 

dalam bentuk resmi maupun tidak 

resmi yang diterbitkan oleh badan-

badan pencatatan kependudukan 

(pemerintah maupaun non 

pemerintah) dalam berbagai bentuk 

baik angka, grafik, gambar dan 

lainnya. Oleh karena itu pemerintah 

tentu harus bisa bertanggung jawab 

sebagai penyedia pelayanan publik 

yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dan berusaha memberikan pelayanan 

yang baik demi meningkatkan 

pelayanan publik.  

 Disisi lain pemerintah 

Kabupaten Bogor dengan 

terobosanya melalui inovasi dalam 

pelayanan publik meresmikan Gerai 

Pelayanan Publik. Untuk 

mendekatkan dan memudahkan 

aksebilitas pelayanan kepada 

masyarakat serta meciptakan 

pelayanan publik yang prima 

khususnya dalam administrasi 

kependudukan. Selama ini dasar 

hukum yang digunakan dalam 
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penyelenggaraan Mall Pelayanan 

Publik (MPP) adalah Peraturan 

Menteri PANRB No. 23/2017 

tentang Penyelenggaraan Mall 

Pelayanan Publik yang menjelaskan 

tentang tempat berlangsungnya 

kegiatan atau aktivitas 

penyelenggaraan pelayanan publik 

atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administrasi yang merupakan 

perluasan fungsi pelayanan terpadu 

baik pusat maupun daerah, serta 

pelayanan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) atau Badan Usaha 

Milik Daerah dan Swasta (BUMD) 

dalam rangka menyediakan 

pelayanan yang cepat, mudah, 

terjangkau, aman dan nyaman 

 Program Gerai Pelayanan 

Publik (GPP) Disdukcapil ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dalam rangka 

percepatan pelayanan melalui inovasi 

pelayanan. Adapun jenis pelayanan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bogor di Gerai 

Pelayanan Publik yaitu, Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu 

Identitas Anak (KIA) dan juga Akta 

Kelahiran. Dengan harapan dapat 

mempercepat pelayanan yang ada di 

kabupaten bogor secara efektif dan 

efisien melalui program inovasinya. 

Untuk melihat kinerja dari suatu 

kebijakan maka di perlukan suatu 

evaluasi kebijakan terhadap program 

yang telah dijalankan sebagai tolak 

ukur sejauhmana kinerja program 

selaras dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Adapun untuk mengajukan 

pelayanan online berupa Akta 

Kelahiran, E-KTP serta KIA 

pemberkasan dapat dilakukan 

melaluiwebsite“SILOKA”(https://sil

oka.dukcapilbogorkab.id). Dan juga 

Akta Kelahiran dapat melalui 

website “SEMANGAT” 

(https://semangat.dukcapil.bogorkab.g

o.id). 

MATERI DAN METODE 

  MATERI 

Evaluasi Program 

William Dunn menjelaskan 

bahawa evaluasi kebijakan atau 

Program berkenaan dengan produksi 

informasi mengenai nilai-nilai atau 

manfaat-manfaat hasil kebijakan 

(Agustino, 2016:186). 

Untuk dapat menghasilkan 

informasi mengenai kinerja 

https://siloka.dukcapilbogorkab.id/
https://siloka.dukcapilbogorkab.id/
https://semangat.dukcapil.bogorkab.go.id/
https://semangat.dukcapil.bogorkab.go.id/
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kebijakan, perlu melakukan analisis 

menggunakan tolak ukur yang 

berbeda untuk mengevaluasi hasil 

kebijakan. Kriteria untuk evaluasi 

diterapkan secara restrospektif (ex-

post) yaitu evaluasi sesudah 

kebijakan itu di implementasikan dan 

adapun langkah-langkah evaluasi 

kebijakan terkait dengan masalah 

kebijakan, hasil kebijakan yang 

diharapkan, rekomendasi kebijakan 

dan tindakan kebijakan. Adapun 

tolak ukur atau kriteria evaluasi yang 

dikembangkan oleh Dunn yang 

mencakup enam tolak ukur (Dunn, 

2003: 610-611), sebagai berikut: 

1.Efektivitas 

Efektivitas berkenaan dengan apakah 

suatu alternatif mencapai hasil 

(akibat) yang diharapkan mencapai 

hasil yang diharapkan atau mencapai 

tujuan dengan diadakannya tindakan. 

2. Efisiensi 

Efisiensi berkenaan dengan jumlah 

usaha yang diperlukan untuk 

menghasilka tingkat efektivitas 

tertentu. Efisiensi merupakan 

hubungan antara efektifitas dengan 

usaha yang digunakan. Efisiensi 

biasanya diukur dengan perhitungan 

sumber daya yang digunakan untuk 

mencapai efektivitas tertinggi. 

3. Kecukupan 

Kecukupan berkenaan dengan 

seberapa jauh suatu tungkat 

efektivitas memuaskan kebutuhan 

nilai, kesempatan yang 

menumbuhkan masalah. 

4. Perataan 

Perataan berhubungan erat dengan 

rasionalitas legal dan sosial serta 

menunjuk pada distribusi akibat dan 

usaha antara kelompok yang berada 

dalam masyarakat tertentu. 

5. Responsivitas  

Responsivitas berkenaan dengan 

seberapa jauh suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi 

atau nilai kelompok-kelompok dalam 

masyarakat tertentu. 

6. Ketepatan 

Ketepatan berhubungan dengan 

rasionalitas substantive yang 

merujuk pada nilai atau harga diri 

tujuan program dan kepada kuatnya 

asumsi yang melandasi tujuan 

kebijakan tersebut. 
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 Evaluasi dimensi 

responsivitas merupakan salah satu 

dari kriteria evaluasi kebijakan atau 

program yang berkaitan dengan 

seberapa jauh suatu kebijakan atau 

program dapat memuaskan 

kebutuhan, preferensi atau nilai 

kelompok-kelompok dalam 

masyarakat tertentu. Bahwa setiap 

program pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah pada masyarakat 

harus sesuai dengan tujuanya dan 

tepat pada sasaranya agar masyarakat 

puas akan program kebijakan 

pelayanan yang diberikan. 

METODE 

 Penelitian ini dilakukan di 

Gerai Pelayanan Publik (GPP) 

Kabupaten Bogor metode penelitian 

menggunakan penarikan sampel 

terkategorikan nonprobability 

sampling dengan menggunakan 

sampling aksidental yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan objek 

penelitian yang kebetulan dijumpai 

dilokasi penelitian. Teknik sampling 

aksidental dipilih karena kemudahan 

dan efisiensi waktu serta biaya.Untuk 

menentukan ukuran sampel dari 

populasi telah diketahui jumlahnya 

dengan rumus Yamane (Sugiono, 

2017 : 91).   

 Setelah dilakukan 

perhitungan menggunakan rumus 

Yamane, maka  didapat hasil 

untuk jumlah sampel sebanyak 97,52 

responden, dibulatkan menjadi 98 

orang. 

 Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui Observasi, 

Wawancara, Kuesioner dan 

Dokumentasi. Selanjutnya data yang 

diperoleh dari lapangan lalu diolah 

berdasarkan jawaban responden 

melalui angket/kuesioner teknik 

analisis data ini menggunakan rumus 

WMS (Weight Mean Score) sebagai 

berikut: Dengan gradasi sangat 

positif sampai negatif, yang dapat 

berupa kata-kata (sangat baik, baik, 

cukup baik, tidak baik, dan sangat 

tidak baik).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil analisis 

penelitian dan pengolahan data baik 

itu data primer maupun data 

sekunder yang berkaitan dengan 

Evaluasi Dimensi Responsivitas 

Program Pelayanan Kependudukan 

Catatan Sipil di Gerai Pelayanan 
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Publik (GPP) terdapat Dimensi 

Responsivitas, responsivitas dalam 

pelayanan berkaitan dengan daya 

tanggap akan permasalahan dari hasil 

kebijakan apakah memuaskan 

kebutuhan, preferensi atau nilai 

kelompok-kelompok masyarakat. 

sebagai berikut: 

Evaluasi Dimensi 

Responsivitas Program Pelayanan 

Kependudukan Catatan Sipil di 

Gerai Pelayanan Publik (GPP). 

 Dimensi kemampuan 

responsivitas ini mencakup 3 (tiga) 

indikator yaitu 1.) Pengetahuan 

masyarakat terhadap program, 2). 

Kepuasan masyarakat, dan juga 3). 

Sikap tanggap pegawai. Tentunya 

ini menjadi dasar sebagai tolak ukur 

untuk menciptakan pelayanan yang 

baik bagi masyarakat sebagai 

pengguna layanan Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil di 

Gerai Pelayanan Publik (GPP) dalam 

memberikan pelayanan terbaiknya 

pada masyarakat. 

 Adapun hasil analisis pada 

setiap indikator dari dimensi 

responsivitas dapat dilihat dari uraian 

pada tabel berikut: 

1. Pengetahuan masyarakat terhadap 

program. yang mana sudah 

seharusnya masyarakat mengetahui 

program dan jenis pelayanan 

Kependudukan Catatan Sipil yang 

ada di gerai pelayanan publik (GPP) 

Kabupaten Bogor 

Adapun tanggapan responden 

terhadap pernyataan tersebut sebagai 

berikut: 

Tabel 1 

Pengetahuan masyarakat terhadap 

program 

Sumber: Hasil Penelitian (2022) 

 Berdasarkan hasil 

perhitungan tabel 2 menunjukan 

bahwa pengetahuan masyarakat 

terhadap program dengan nilai akhir 

penafsiran sebesar 3,2 yang artinya 

cukup baik. 

 Berdasarkan hasil observasi 

dilapangan menunjukan bahwa 

masyarakat masih belum tahu akan 

jenis pelayanan yang dilakukan di 

Gerai Pelayanan Publik (GPP) hal ini 

dapat dilihat ketika masih adanya 

Dimensi  Indikator Nilai Kategori 

Responsivitas Pengetahuan 

masyarakat 

terhadap 

program 

3,2 Cukup 

baik 
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masyarakat yang ingin melakukan 

pelayanan secara langsung padahal 

jenis pelayanan dilakukan secara 

online. 

 

 Sedangkan berdasarkan hasil 

wawancara dengan masyarakat yang 

sedang melakukan pelayanan masih 

banyaknya masyarakat yang tidak 

mengetahui adanya program 

pelayanan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil di Gerai Pelayanan 

Publik (GPP) ini sehingga beberapa 

orang yang datang  sumber 

informasinya dari mulut ke mulut 

satu masyarakat ke masyarakat 

lainya. Hal ini menunjukan 

kurangnya sosialisai pada 

masyarakat terkait dengan sosialisasi 

pada masyarakat yang mana sumber 

informasi hanya di lakukan dengan 

memasang poster di kantor 

Disdukcapil juga melalui media 

sosial instagram yang dimana belum 

semua masyarakat menggunakan 

media sosial seperti halnya 

instagram. 

 

2. Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Program. 

Untuk mengukur berhasil atau 

tidaknya suatu program yang 

diberikan oleh Pemerintah khususnya 

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam 

memberikan program pelayanan. 

Adapun tanggapan responden 

terhadap pernyataan tersebut sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

Kepuasan masyarakat 

Dimensi  Indikator Nilai Kategori 

Responsivitas Kepuasan 

masyarakat 

3,5 baik 

Sumber: Hasil Penelitian (2022) 

 Berdasarkan hasil 

perhitungan tabel 3 menunjukan 

bahwa Kepuasan masyarakat 

terhadap program dengan nilai akhir 

penafsiran sebesar 3,5 yang artinya 

cukup baik. 

 Berdasarkan hasil observasi 

menunjukan bahwa masyarakat 

cukup puas dengan jenis pelayanan 

yang diberikan di Gerai pelayanan 

Publik (GPP) terlihat dari banyaknya 

melakukan pelayanan dengan jenis 

pelayanan online. 

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan masyarakat ada 38 responden 

yang menjawab cukup baik dan ada 

9 responden yang menjawab tidak 
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baik, hal ini dirasakan oleh 

masyarakat ketika melakukan 

pelayanan online masih adanya 

masalah pada website SILOKA  dan 

juga website SEMANGAT ketika 

mengakses pelayanan sehingga 

menyebabkan keterlambatan waktu 

dan juga harus menunggu akses 

website kembali normal kembali agar 

bisa melakukan pelayanan untuk 

melakukan booking online 

berdasarkan jenis pelayanan yang di 

ajukan masyarakat. 

 

3. Sikap Tanggap Pegawai  

Mengenai seberapa cepat pegawai 

dalam merespon keluhan dari 

masyarakat terkait dengan 

pengaduan yang diajukan dari 

masyarakat. 

Adapun tanggapan responden 

terhadap pernyataan tersebut sebagai 

berikut: 

Tabel 3 

Sikap Tanggap Pegawai 

Dimensi  Indikator Nilai Kategori 

Responsivitas Sikap 

tanggap 

pegawai 

3,5 baik 

Sumber: Hasil Penelitian (2022) 

 Berdasarkan hasil 

perhitungan tabel 4 menunjukan 

bahwa Sikap tanggap pegawai  

dengan nilai akhir penafsiran sebesar 

3,5 yang artinya cukup baik. 

 Berdasarkan hasil observasi 

menunjukan pegawai dalam 

melakukan sikap sudah baik terlihat 

dari respon dalam melayani 

pelanggan ketika ada masyarakat 

yang ingin melakukan pelayanan 

secara langsung pegaai langsung 

mengarahkan untuk melakukan 

pelayanan melalui online karena 

jenis pelayanan yang dilakukan yaitu 

online. 

 Sedangkan berdasarkan hasil 

wawancara dengan masyarakat 

berkaitan dengan sikap tanggapnya 

pegawai dalam merespon keluhan 

dari masyarakat terkait dengan 

pelayanan Kependudukan Catatan 

Sipil di Gerai Pelayanan Publik 

(GPP) masih kurang, hal ini 

berkaitan dengan keluhan yang 

diajukan oleh masyarakat melalui 

layanan pengaduan yang balasanya 

bisa berminggu-minggu ataupun bisa 

sampai berbulan-bulan. 

 Adapun hasil rekpaitulasi 

keseluruhan mengenai evaluasi 

dimensi responsivitas program 
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pelayanan Kependudukan Catatan 

Sipil di Gerai Pelayanan Publik 

(GPP) Kabupaten Bogor sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4 

Hasil Rekapitulasi Dimensi 

Responsivitas 

Sumber: Hasil Penelitian (2022) 

 Nilai berdasarkan tabel di 

atas rata-rata dari dimensi 

responsivitas dengan 3 indikator 

adalah 3,4 dengan kriteria penafsiran 

cukup baik dalam artian bahwa 

dimensi responsivitas program 

pelayanan yang diberikan 

Diskdukcapil Kabupaten Bogor di 

Gerai pelayanan publik kurang baik 

dan belum optimal. 

 Hambatan yang dihadapi 

dalam Evaluasi Dimensi 

Responsivitas Program Pelayanan 

Kependudukan Catatan Sipil di 

Gerai Pelayanan Publik (GPP) 

Kabupaten Bogor. 

1. Masih banyak masyarakat yang 

ingin melakukan pelayanan 

secara  langsung padahal 

jenis pelayanan di Gerai 

Pelayanan Publik (GPP) itu 

sendiri jenis pelayanannya via 

online, masyarakat harus 

mendaftarkan melalui website 

SILOKA dan juga SEMANGAT 

untuk melakukan booking online 

terlebih dahulu dalam pengajuan 

pelayanan. Hal ini juga 

merupakan bukti bahwa masih 

kurangya sosialisasi pada 

masyarakat secara langsung. 

2. Hambatan yang lainya juga 

terjadi pada pelayanan yang 

dimana  beberapa kali blangko 

untuk pelayanan E-KTP habis 

dan masih kurang responnya 

layanan pengaduan online pada 

masyarakat yang terbilang 

sangat lambat responya dan 

belum tersedianya kotak saran 

sebagai sarana pengaduan 

masyarakat secara langsung. 

Dimensi  Indikator Nilai Kategori 

Responsivitas Pengetahuan 

masyarakat 

terhadap 

program 

3,2 Cukup baik 

 Kepuasan 

masyarakat 

3,5 baik 

 Sikap tanggap 

pegawai 

3,5 baik 

Rata-Rata 3,4 baik 
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3. Gangguan pada sistem oprator 

server Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan 

(SIAK) yang membuat 

terjadinya maintance pada 

website SILOKA dan juga 

SEMANGAT sehingga 

membuat pelayanan menjadi 

terlambat dan tidak optimal. 

Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan dalam 

Evaluasi Dimensi Responsivitas 

Program Pelayanan 

Kependudukan Catatan Sipil di 

Gerai pelayanan publik (GPP) 

kabupaten Bogor  

1. Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah terkait 

dengan hambatan dalam 

pelayanan online server yang 

sering bermasalah yaitu  dengan 

selalu memonitoring sistem 

pelayana dari pusat agar sistem 

berjalan dengan optimal tidak 

terjadinya kendala pada 

masyarakat saat melakukan 

pendaftaran online. 

2. Upaya dalam menagatasi 

kurangnya informasi pada 

masyarakat terkait  dengan 

pelayanan Kependudukan Catatn 

Sipil di Gerai Pelayanan Publik 

(GPP) dengan cara melakukan 

sosialisasi pada masyarat baik 

secara  langsung dan juga 

penyebaran informasi melalui 

Camat, Kepala Desa, dan  juga 

RT atau RW. 

3. Upaya terkait dengan kehabisan 

blangko untuk E-KTP dalam 

mengatasi hal tersebut terulang 

kembali sudah seharusnya Dinas 

Kependudukan Catatan Sipil 

dapat memilah dan  

memprioritaskan untuk 

pembuatan E-KTP yang baru 

mengajukan lebih diutamakan. 

Terkait dengan layanan 

pengaduan online sediakan juga 

layanan pengaduan secara 

langsung agar  lebih optimal 

dalam merespon keluhan dari 

masyarakat selaku pengguna 

layanan sehingga dapat 

memberikan penyelesaian 

permasalahan yang 

 dihadapi oleh masyarakat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan mengenai Evaluasi 

Dimensi Responsivitas Program 

Pelayanan Kependudukan Catatan 

Sipil di Gerai Pelayanan Publik 
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(GPP) Kabupaten Bogor, maka 

peneliti menarik kesimpulan sebagai 

berkut: 

 Dimensi Responsivitas 

program pelayanan yang di berikan 

oleh Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil di Gerai Pelayanan 

Publik (GPP) Kabupaten Bogor 

dinilai baik. Hal ini terbukti dari 

hasil jawaban responden pada 

dimensi responsivitas evaluasi 

program atau kebijakan dengan 

memperoleh nilai akhir yaitu dimensi 

responsivitas dengan kategori” cukup 

baik”. Adapun untuk kendala yang 

dihadapi dalam evaluasi dimensi 

responsivitas program pelayanan 

kependudukan catatan sipil masih 

banyak masyarakat yang ingin 

melakukan pelayanan secara 

langsung padahal jenis pelayanan di 

Gerai Pelayanan Publik (GPP) itu 

sendiri jenis pelayanannya via 

online, masyarakat harus 

mendaftarkan melalui website 

SILOKA dan juga SEMANGAT 

untuk melakukan booking online 

terlebih dahulu dalam pengajuan 

pelayanan. Hal ini juga merupakan 

bukti bahwa masih kuranya 

sosialisasi pada masyarakat secara 

langsung. 

 Melakukan sosialisai secara 

tidak langsung pada masyarakat 

dengan mengoptimalkan media 

sosial baik itu Whatsapp, Instagram, 

Facebook, Youtube, Twitter juga 

Tiktok dan juga melakukan sosialisai 

secara langsung  pada masyarakat 

melalui Camat, Kepala Desa, dan 

juga RT atau RW. 

Saran 

1. Diharapkan Kepada Dinas 

Kependudukan Dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bogor 

kedepanya agar lebih 

ditingkatkan lagi sosialisai dan 

informasi baik itu lewat sosial 

media Youtube, Facebook, 

Instagram, Tiktiok dan 

Whatsapp juga secara langsung 

kepada masyarakat terkait 

dengan pelayanan 

Kependudukan Catatan Sipil 

yang ada di Gerai Pelayanan 

Publik (GPP).  

2. Diharapkan juga agar menambah 

jenis pelayanan yang ada seiring 

dengan kebutuhan pelayanan 

yang semakin hari semakin 

banyak dan beragam agar 

pelayanan lebih bervariasi guna 

memudahkan masyarakat dalam 

melakukan pelayanan.  
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3. Diharapkan agar sistem server 

yang ada di Dinas 

Kependudukan Catatan Sipil 

lebih diprthatikan dan selalui 

dilakukanya monitoring selaras 

dengan itu perlu juga 

peningkatan sistem server agar 

pelayanan lebih cepat dan 

efisien supaya masyarakat 

sebagai pengguna layanan 

khusunya pelayanan jenis online 

akan merasa puas akan 

pelayanan yang diberikan. 
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